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Abstract
Panscasile in conjunction with the legal life of the Indonesian nation, e need to accept as something that bas been defined
in the consensus of the founders of the Republic of Indonesia which weas proclaimed on 17 August 1945, that in
Indonesia there are the inbal life of Cita Law which contains the values of Pancasila, in addition there is a system of legal
norms which state the fundamental norms and ground rules are writtern in the Preamble and the main body of the 1945
Constitution.

In Indonesia there is a lgal system the legal goal which is nothing but a functioning constitution and Pancasila
regulative norms of the Indonesian lgal system with the fundamenial narms of the state wibich is nothing but ideology.
Fundanental norms or Staatsfundamenatalnorns Pancasila state legal norms forming a step-by-step subordinates. Below
the lagal norms that are formed based and rooted in bigher legal normes, Therefore there i no contradiction between the legal
norms of bigher and lower, and vice versa.

Keywords: Pancasila, Cita Nations Law and the Law of Life.

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 dalam penjelasannya menyatakan
bashwa Undang-Undang Dasar menciptakan
pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
dalam pasal-pasalnya. Pokok pikiran tersebut
meliputi suasana kebatinan dan Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran tersebut
mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum
dasar negara, baik hukum yang tertulis rermasuk
UUD 1945 maupun hukum yanp tidak tertulis
Dengan demikian, dalam kehidupan hukum bangsa
Indonesia, pokok-pokok pikiran tersebut, yang tidak
lain melunkan Pancasila, 1alah Cita Hukum atau
Rechttsidee bangsa Indonesia.

Selain itu, untuk menjelaskan makna rumusan
yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumberdan
segala sumber hukum, sebagaimana pendapat Prof.
Notonagoro almarhum dalam pidato Dies Natalis
Universitas Airlangga pada 10 November 1955, yang
menyatakan bahwa Pancasila adalah pokok Kaedah
Fundamentil Negara atau Staats fundamentalnorm,
maka judul makalah ini akan temsa lebih dapat
menampung  permasalahan-permasalahan  yang
mungkin timbul.

Yang dimaksud dengan “kehidupan hukum"”
mlah  kehidupan hukum termlis, kchidupan
perundang-undangan, baik perundang-undangan
dalam artd produknya yang berupa peraturan-
peraturan  perundang-undangan  (wefgervnzeregels)
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ataupun perturan-peraturan kebijakan (beleidsregels).

Adapun mengenai kehidupan hukum ndak
tertulis dari bangsa Indonesia, antara lain kehidupan
hukum adatnya, penulis secara sadar menempatkan
hal tersebur di luar lingkup makalah ini, selain
mengingat proses pembentukan hukum tidak tertulis
dan produknya berlainan karakteristiknya dar pada
proses pembentukan dan produk hukum tertulis,
juga karena penulis menyadari babwa penulisan
mengenai hukum tidak tertulis, terlebib hukum adat,
berada di luar kemampuannya.

Selanjutnya pemahaman kata-kata *bangsa
Indonesia” pada judul tulisan ini adalah scmata-
mata untuk memberikan penegasan saja, karena kita
semua sudah mengetahui, bahwa Pancasila hanya
ada dalam kehidupan bangsa Indonesia.

B. HUKUM DAN KEDUDUKANNYA DA-
LAM NEGARA RI

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, jelasnya dalam alinea keempat, tercantum
anak kalimar yang khas, yang tidak terdapat dalam
Mukadimah Konstrusi Republik Indonesia Serikat
dan juga tidak terdapat dalam Mukadimah Undang-
Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950).
Anak kalimat itu berbunyi...” maka disusunlah
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kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Untuk it kit perlu menclusuri makna alinea-
alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 tersebut setahap demi setahap, Alinea-alinea
dalam Pembukaan UUD 1945 melukiskan berturut-
turut, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa,
karena itu kemerdckaan termasuk hak bangsa
Indonesia juga, bahwa perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia yang lama dan panjang itu
telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negam Indonesia yang menjadi
haknya. Bahwa rakyat Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945 telah meayatakan kemerdekaannya
yang selama beratus-ratus tahun direngguh penjajah
danbahwaunwukmenyelenggarakan fungsi-fungsinya
serta untuk mencapai tujuannya. Kemerdekaan
kebangsaan Indonesia yang dalam Negara Republik
Indonesia merupakan kedaulatannya i, disusun
dalum suatu hukum dasar negara Indonesia yang
disebut Undang-Undang Dasar 1945,

Dengan  perkataan  lain, akhir alinea i
mencgaskan, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia
yang terwujud dalam kedaulatan itu disusun ke
dalam hukum dasar, dituangkan ke dalam hukum
dasar, ke dalam hukum. Apakah yang dimaksud
dengan menyusun atau menuangkan kemerdekaan
atau kedaulatan suatu bangsa ke dalam hukum?

Menurut peletak dasar ilmu negara (Staatslebre)
yakni Georg Jedinek, scbagaimana dikemukakan
dalam bukunya yang terkenal Albemeine Staatslehre,
kedaulatan (Somseranetat) ialah peniadaan terhadap
setap penyerahan atau pembatasan dir suatu
negara terhadap sesuatu kekuasaan lain (Attamimi,
1991). Jelinee menguraikan lebih lanjut, kedaulatan
mengandung tga cri, yaitu sesuatu  kekuasaan
yang di atasnva tidak ada kekuasaan lain, karena it
merupakan kekuasaan yang keluar tidak tergantung
kepada kekuasaan lain ke dalam merupakan
kekuasaan yang tertinggi; dan kekuasaan itu bersifat
mutlak (@bsols).

Terhadap kedaulatan, tidak sesuatu kekuasaan
dapat membatasinya, bahkan dinnyapun tdak.
Olch karena itu, agar kekuasaan yang dimiliki olch
kedaulatan  tidak berlangsung  semau-maunya,
kedaulatanitu harus disusun dalam suatu keteraturan,
dalam hukum, dalam hukum dasar, dalam undang-
undang dasar.

Oleh karena itu, ketiadatergantungan dan
keterunggian serta kemutlakan kekuasaankedaulatan,
begitu juga ketersediaannya untuk menyusun dirinya
ke dalam hukum, adalah pengertian-pengertian
hukum (Rechtsbegriffen). Apabila negara dibenarkan
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untuk dapar berbuat segala-galanya, maka negara
tentunya dapat juga menghapuskan tata hukum,
mendatangkan anarkhi, dan membuat dirinya tdak
berdaya.

Berdasar alasan-alasan tersebut, bahwa sangat
penting suatu  negara memiliki tata hukum yang
mengaturnya. Dengan demikian maka negara yang
berdasar atas hukum tidak berdini di atasnya hukum.
Sebab apabila negara berdinn di awmsnya hukum,
maka negara dapat saju menghapuskan hukum
tersehut. Persoalannya yang penting bagi negara ialah
bagaimana kedudukan tata hukum dalam kekuasaan
negara, bukan persoalan apakah benar atau tidak
benar tata hukum itu berada dalam kekuasaannya.

Hukum yang merupakan wadah dan sekaligus
merupakan isi dan “peristiwa” penyusunan dari
kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kekuasaan
kedaulatannyn itu, menjadi dasar bagi kehidupan
kenegaraan Bangsa dan Negara Indonesia. Olch
karena itu dapatlah dimengerti, apabila scjak semula
dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa
Negam Republik Indonesia adalah negamm yang
berdasar atas hukum.

Dalam Rechtstaat Republik Indonesia, hukum
bukanlah hanya produk yang dibentuk oleh
Lembaga Tertinggi dan/atau  Lembaga-lembaga
Tinggi Negara saja, melainkan lebih dari itu yaitu
yang mendasari dan yang membimbing tindakan-
undakan Lembaga-lembaga Terungg dan Tingg
Negara tersebut. Hukum adalah dasar dan pember
petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasayarakatan,
kebangsaan, dan kencgaman Rakyat Indonesia baik
dalam kehidupan politik, ckonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan, maupun dalam kehidupan
hukum dalam arti sempit sebagaimana kita artikan
schari-hari.

Olch karena itu, tidak tepat apabila hukum
hanyalah  diartikan  pematuman-peraturan  yang
dibangun scbagai upaya untuk meneggakan keadilan,
kebenaran, dan ketertiban; hanyalath peraturan-
peraturan  yang pembangunannya  perlu  lebih
ditingkatkan sccara terarah dan terpadu, antam lain
melalui kodifikasi dan unifikasi; hanyalah peraturan-
peraturan yang peningkatan pencgakannya perlu
terus dimantapkan dengan memantapkan kedudukan
dan peranan badan-badan penegak hukum; dan lain
scbagainya.

Singkatnya, hukum tidaklah hanya peraturan.
pematuran yang terletak pada suatu aspek atau faset
bidang pembangunan nasional, yang penyebutannya
disatunafaskan  dengan scktor politik, aparatur
pemerintah, penerangan dan media massa, serta
hubungan luar negen.
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Apabila hukum memang menjadi dasar bagi
kehidupan kenegaraan, scbagaimana nampak
dari wawasan negara berdasar atas hukum
(rechtsstaatsgedachte) yang dianut oleh negara kita,
maka hukum tentunya harus diartikan lebih luas dari
pada yang disebutkan di atas. Bahkan hukum adalah
wujud penyusunan kemerdekaan kebangsaan atau
kedaulatan itu sendid di dalam Undang-Undang
Dasar dan Hukum Dasar yang tidak tertulis,

C. UUD 1945 DAN PANCASILA

Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh
para pendiri negeri ini scbagaimana terlihat dalam
UUD 1945 dalam penjelasan umum, babwa Pancasila
adalah Cita Hukum (Rechiidee) yang menguasai
Hukum Dasar yang tidak tertulis. Untuk itu kita
perlu mengetahui, apakah Cita Hukum itu?

Cita Hukum ialah terjemahan dan Rechisidee.
Berbeda dengan terjemaahan yang ditetjemaahkan
dengan Cita Hukum dan bukan dengan Cita-
cta Hukum, mengingat cita ialah gagusan, rasa,
cipta, pikiran, sedangkan cita-cita ialah keinginan,
kehendak, harapan yang selalu ada dipikiran atu di
hag.

Selanjutnya  Cits  Hukum perlu dibedakan
dan pemahaman atau konscp kita tentang hukum
(Rechtshegnff), Cita hukum ada di dalam cita kita,

sedang pemahaman atau konsep rentang hukum
merupakan  kenyataan dalam kehidupan yang
berkaitan dengan nilsi yang kita inginkan, dengan
wjuan mengabdi kepada nilai yang ingin kita capai.
Dalam pemahaman atau konsep kita tentang hukum
terhampar bahwa hukum adalah kenyataan yang
bertujuan mencapai nilai-nilai hukum, mencapai cita
hukum. Dengan perkataan lain, pemahaman atau
konsep kita tentang hukum bertujuan mercalisasi
cita hukum yang ada pada gagasan, rasa, cipta dan
pikiran kita ke dalam kenyataan.

Rudolf Swtammler (1856-1939), scorang
akhli filsafat hukum yang bermliran neo-Kantian,
berpendapat bashwa cita hukum ialah konstruksi
pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan
hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat
(Attamimi, 1991), Cita hukum berfungsi sebagai
bintang pemandu (Letstern) bagi tercapainya cita-cita
masyarakat. Meski titik akhir yang tidak mungkin
dicapai, namun cita-cita hukum memberi manfaat
karena 1a mengandung dua sisi: dengan cita hukum
dapat menguji hukum positf yang berlako, dan
kepada cita hukum kita dapat mngarahkan hukum
positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju
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sesuatu yang adil. Oleh karena ita menurur Stammler,
keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan
hukum positif kepada cita-cita hukum. Dengan
demikian maka hukum yang adil 1alah hukum positif
yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum
untuk mncapai tjuan-tujuan masyarakat.

Apabila penjelasan UUD 1945 mengganskan,
bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan mewujudkan cita hukum (Recltsidee),
dan pokok-pokok pikimn dalam Pembukaan it
ialah persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
atau disingkat persatuan, keadilan bagi seluruh
rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan,
dan Kerhanan Yang Maha Esa menurur dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pokok-
pokok pikiran itu tidak lain melainkan Pancasila.
Dengan demikian maka pokok-pokok pikiran yang
mewujudkan Cita Hukum itu jalah Pancasila.

Selain ity dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu
dalam alinea keempart, dirumuskan dengan jelas
bunyt Pancasila yang bukan dalam bentuk pokok-
pokok pikiran, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 ialah Pancasila yang berwujud dalam hukum,
dalam Norma Hukum, dalam hal ini pembukaan
dari Hukum Dasar dan Undang-Undang Dasar.

ApakahhubunganantaraPancasilayangberwujud
dalam Cita Hukum dan Pancasila yang berwujud
dalam Norma Hukum Tertinggi? Sebagaimana
kita ketahui, cita hukum selain mempunyai fungsi
konstitusi yang menentukan dasar suatu tata hukum,
yang tanpa it suatu tata hukum kehilangan ard dan
maknanya sebagai hukum, juga mempunyai fungsi
regulatif yang menentukan apakah suatu lembaga
positif adil atau tidak adil. Demikian pula dalam
Pancasila merupakan Cita Hukum, maka nilai-nilai
yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi
konstitusi yang menentukan apakah tata hukum
[ndonesin merupakan tata hukum yang benar,
di samping itu mempunyai fungsi regulatuf yang
menentukan apakah hukum positif yang berdaku di
Indonesia merupakan hukum yang asli atau tidak.

Kedudukan Pancasila sebagai norma hukum
tertinggi, dalam hal ini sebagai regulatif tersebut,
menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum
yang lebih rendah. Karena di dalam tata susunan
norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi
antara norma hukum yang rendah dan norma hukum
yang menggariskan pokok-pokok pikiran Pembukaan
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Hukum Dasar merupakan jaminan tentang adanya
kescrasian dan uadanya pertentangan antara Pancasila
sebagai norma hukum yang terdapat dalam Hukum
Dasar dan norma-norma hukum yang lebih rendah,
Kendak serasian dan pertentangan antara suatu
norma hukum dan norma hukum yang lebih tinggi
menyebabkan terjadinya ketidak konstitusionalan
(unconstitutionality) dan ketidaklegalan (iegality) norma
tersebut dan karena itu tidak betlaku.

Dengan  demikian maka menurut UUD
1945, dalam tata hukum yang berlaku bagi bangsa
Indonesia, Pancasila berada dalam dua kedudukan.
Sebagal Cita Hukum (Reedfsidee) Pancasila berada
dalam tata hukum Indonesia, namun terletak di
luar sistem norma hukum. Dalam kedudukan yang
demikian itu Pancasila berfungsi secara konstitutif
dan secara regulatf terhadap norma-norma yang
ada dalam sistem norma hukum. Selanjutnya sebagm
norma yang tertinggr dalam sistem norma hukum
Indonesia, yang berasal dari pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945,
Pancasila merupakan norma Dasar (Grundnorm),
yang menurut Nawiasky bagi suatu negara
sebaiknya disebut Norma Fundamental Negara
(Staatsfundamentalnorm), yang menciptakan semua
norma-norma vang lebih rendah dalam sistem
norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku
atau tidaknya norma-norma dimaksud.

D. PANCASILASEBAGAISUMBERSEGALA
SUMBER HUKUM

Pancasila adalah sumber dar segals sumber
hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan
hukum bangsa Indonesia, maka hal itu haruslah
diartikan bahwa Pancasils adalah sumber bagi
hukum tidak tertulis dan sumber bagi hukum tertulis
dalam kchidupan hukum bangsa Indonesia. Dalam
perkatuan lain, rumusan itu sama dengan rumusan
yang menyatakan, bahwa Pancasila menguasai
selurub Hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia,
baik hukum vang tertulis maupun hukum yang tidak
tertulis.

Sedangkan mengenai sumber, mungkin masing-
masing kita sudah menggunakan “sumber” yang
berbeda. Bagi akhli scjarah, sumber hukum itu ialah
undang-undang serta sistem-sistem hukum tertulis
yang pernah ada dalam kehidupan scjarah, termasuk
dokumen-dokumen, surat-surat dan keterangan-
keterangan lain. Bagi akhli filsafat, sumber-sumber
hukum akan dicannya pada ukuran-ukuran yang
dapat dipakai scbagai dasar bagi terwujudnya
keadilan.
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Bagi scorang akhli sosiologi atau antropologt
budaya sumber hukum sumbernya berasal dan
masyarakat secara keseluruhan, terutama lembaga-
lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Namun
bagi akhli ekonomi, sumber hukum ialah yang
terdapat dalam kehidupan ckonomi, scbagaimana
halnya yang mengemukakan bahwa struktur ekonomi
suatu masyarakat merupakan dasar yang riil, tempat
berpijaknya atau landasan Ueberban" sistem hukum
dan sistm politik.

Bagi sorang akhli agama, sumber hukum

talah kitab suci dan sunah rasulnya, para sahabat
dan pendapat pemimpin-pemimpin agama yang
dianutnya. Bagi scomng akhli hukum, sumber
hukum 1t lain lagi. Akhli hukum mungkin membagt
sumber ke dalam sumber yang materiil dan sumber
yang formil. Yang pertama falah yang menentukan
1si suatu kaidah atau norma hukum, antara lan
berupa undakan-tindakan manusia. Kedua ialah yang
menycbabkan hukum dapat berlaku dan mempunyai
kekuatan mengikat. Namun beberapa akhli hukum
menganggap sumber hukum yang formil ini yang
terpenting, karena hukum dapat terus berlaku
meskipun isinya berganti-ganti dan dirasakan tdak
adil.
Untuk itu dalam mengartikan rumusan vang
menyebutkan, bahwa Pancasila adalah sumber
dari segala sumber hukum, kita hanya dapat
menyimpulkan bahwa yang dimaksud ialah
sumber dari scgala sumber hukum yang terbatas
dalam kehidupan rakyat Indonesia bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Kima ddak periu
menafsirkan lebih luas dari it

Contohnya mengenai sumber hukum dalam
kehidupan  rakyat Indonesia  beragama  yakni
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat
menurut agamanya dan kepercayaan-nya itu, Negara
Republik Indonesia ddak dapat memaksakan
warganya. Bahkan dalam kehidupan beragama yang
berbeda-beda itu Negara RI malah menjaminnya.

Oleh karena i, untuk dapat membenarkan
penerimaan Pancasila sebagai sumber dan segala
sumber hukum, scbagaimana  dikemukakan
dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, kita harus
mengartikannyn  dengan  pencomaan  Pancasila
sebagar sumber yang bersifat materiil dan yang
bersifat formil secara penub. Penerimaan secara
i memang sesual dengan penerimaan  rakyut
Indonesia terhadap Pancasila sebagai Cita Hukum
dan Norma Hukum yang tertinggi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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E. PARA AKHLI DAN PANCASILA

Dalam  mengemukakan  pendapat  para
akhli tentang Pancasila, maka tanpa mengurang
penghargaan  pada  pendapat-pendapat  lainnya,
penulis hanya akan mengemukakan pendapat
Prof. Mr. Drs. Notonagoro, SH almarhum, yang
dikemukakannys dalam pidato  Dies Natalis
Universitas  Airlangga pada 10 November 1955,
yang nampaknya dalam kalangan luas sudah
diterima sebagai suatu communss: gpinio. dociornm. 1a
mengemukakan bahwa Pancasila adalah Norma
Fundamental Negam (Staatsfundanenatalnorn), atau
menurut istilah yang digunakan pokok Fundamental
Negara,

Menurut Nawiasky (Attamimi, 1991) dalam
suatu negara yang merupakan kesatuan rata hukum
itu terdapat suaty norma yang tertinggi (der oberste
Norm), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi
atau Undang-Undang Dasar (ire 1Verfassung). Berdasar
norma yang tertinggi inilah konstitusi atau Unding-
Undang Dasar suatu negara di bentuk.

Untuk memberi nama kepada norma yang
tertinggi dalam negara tersebut, Naviasky tidak
menggunakan Steatigrund gesety, karena menurut
pendapamya istilah tersebut sudah  digunakan
untuk konstitusi atau Undang Undang Dasar
Dalam pengertian konstitusi itulah erfassungsnarmen
yang disusun dalam suatu dokumen discbut orang
Staatsgrund gosety saja. Oleh karena itu Nawiasky
memberi nama kepadi norma yang tertinggi dalam
kesatuan tama hukum dalam negara itu dengan
Staatsgrand gesety (Norma Fundamental Negara),

Nawiasky menvarankan nama bagi norma
tertinggi dalam kesatuan tat hukum dalam negara
tersebut inlah Steatsfundamenatalmorm, dengan alasan:
Grundnorm sebagaimana dikemukakan Kelsen, yang
merupakan norma tertinggi pada sctiap sistem
norma dalam masyarakat yang temtur, termasuk di
dalamnya negara, pada dasarnys tidak berubah-ubah,
Tetapi Nawiasky melihat, babhwa norma tertinggi
dalam negara sclalu mempunyal  kemungkinan
mengalamai perubahan, baik olch peristiwa-pristiwa
seperti pemberontkan, coup demt, Putsch, atau
Anschluss, atwpun lain-lainnya. Oleh karena itu
Nawiasky lebih cenderung unmk menamakan
norma terunggi dalam negara tersebut dengun
Staatsfundamenatulnors ketimbang Staatsgrunduornt.

Menurut Nawiasky, isi Staatsfundamenatalnorm
inlah norma yang mrupakan dasar bagi pembentukan
konstitusi atau Undang Undang Dasar dan suatu
negara (Staatrperfasinng), termasuk  norma untuk
pengubahannya. Pada hakekamya hukum suatu
Staatsfundamenasalnorme alah syarar bagi berlakunya
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suaty konstitusi ataw Undang Undang Dasar; fa
ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau
Undang-Undang Dasar.

Staatsfundamenatalnorm  mempunyai  akar
langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa, dasar
yang membentuk negara tersebut yang menurut
Curl Schmitt merupakan keputusan bersama atau
konsensus tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan
politik. Lebih lanjut menurut Nawiasky, sifat norma
yang dikandung dalam Statsfundamenatainorm lebih
lemah’ dar pada suatu dur sollen; ia lebih mendekati
suatn das Konnen.

Pancasla  dalam  hubungannya  dengan
kehidupan hukum bangsa Indonesia, kita perlu
menerima schagal sesuatu yang telah ditetapkan
dalam konsensus para pendin negara Republik
Indonesia (the foundbing father) yang diproklamasikan
tgl 17 Agustus 1945, bahwa dalam kehidupan
hukum bangsa Indonesia terdapat Cita Hukum yang
berisi nilai-nilai Pancasila, di samping itu terdapat
sistem norma hukum yang Norma Fundamental
Negara dan aturan dasar tertulisnya rerdapat dalam
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945,

Karena Cita Hukum yang menjadi bintang
pemuandu (latitern) dan sistem norma hukum yang
terdini dan berbagm jenjang norma-norms hukum
yang mengatur secara nil dun konknt perilaku
kehidupan hukum mkyat Indonesia, keduanya
dilahirkan bersamaan dan dan satu ‘induk’ pula,
yaitu konsensus para pendiri negara ini, maka sccara
kesisteman keduanya haruslah berada dalam satu
sistem yang tidak mungkin terdapat kontradiksi
antara keduanya.

Pancasila sebagai Cita Hukum akan melakukan
kedua fungsinya yang konstitutif dan yang regulanf
terhadap sisten norma hukum Indonesia secara
konsisten dan terus menerus. Pancasila sebagai
Norma Fundamental Negara dalam sistem norma
hukum akan menentukan agar norma-norma hukum
bawahan yang dibentuknya selalu sesuni dan ndak
bertentangan dengannya. Dengan demikian seécara
teoritis akan selalu terdapat keserasian antara Cita
Hukum yang memandu dan sistem Norma Hukum
vang dipandu.

Prof. Mr. Dr. Soecpomo dalam pidatonya
yang terkenal pada gl 31 Mei 1945 dalam Rapat
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) mencgaskan, bahwa dasar
dan bentuk dari suatu negara itu berhubungan emt
dengan riwayat hukum (Rechtsgeschichie) dan lembaga
sosinl (suciale structunr) dari negara itu. Sebagaimana
kita ketahui, sebelum Negara Rl diproklamasikan,
hukum adat makyat Indonesin sudah ada, bahkan
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sudah ada scbelum Belanda menginjakkan kakinya
di bumi Indonesia.

Meskipun  berbeda-beda  dalam  berbagai
lingkungan, hukum adat Indonesia menempatkan
sesuaru yang ideal dalam kehidupan masyarakat (bes
soctale ideaa) sebagai nilai yang tinggi yang dijadikan
pedoman dalam kehidupan schari-har. Her soqale
ideaal tersebut merupakan cita hukum (Rachtridee)
dalam kehidupan hukum adat.

Rakyat Indonesia yang sudah berabad-
abad mempunyn cita hukum dalam kehidupan
kemasyarakatannya, kemudian menempatkan cita
hukum tersebut dalam kehidupan kebangsaan
kehidupan kenegamannya, Cita  hukum  dalam
kehidupan hukum adar tersebut  di  dalam
pertumbuhannya menjadi cita hukum bangsa.

Menerima Pancasiln  sebagai  pokok  kaidah
fundamental negara akan sangar memudahkan
penyesuman sistem norma hukum yang ada di
bawahnya. Tetapi menerima itu saja tanpa menerima
Pancasila sebagai Cita Hukum atau Rechrsidee akan
menyebabkan sistem norma hukum kita kehilangan

bintang pemandu yang konstitutif dan regulatf
tersebut.

F. PERANAN CITA HUKUM PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN HUKUM

Dalam pembentukan hukum tidak tertulis dan
hukum tertulis, cita hukom berperan dengan cara
yang berbeda. Pertama cita hukum secara langsung
mempengaruhi  kesulitan  perormangan dan  pada
giliran kesulitan masyarakat dalam menghasilkan cara
dan kesulitan umum dalam membentuk kebiasaan,
tingkah laku, adat istiadat, dan hukum. Kedua cita
hukum mempengaruhi peromngan dan masyarakat
secara tidak langsung.  Dengan  perkataan  lain
dalam pembentukan hukum tidak tertulis, tahapan-
tahapan dari cara kebiasaan, dard kebiasaan ke tata
kelakuan, dari tata kelakuan ke adat isnadar, dan
dan adar istiadat ke hukum, semuanya berlungsung
melalui endapan-endapan nildi yang berjenjang-
jenjang, terjadi di bawah bimbingan cita moral dan
cita hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan
dalam pembentukan hukom tertulis, tahapan-
tahapan yang membentuk endapan-endapan nilai
tersebut tidak terjadi dan karena it tidak kita temu,
Cita Hukum tidak langsung mengawasi pembentukan
hukum, lebih-lebih cita moral.

Dalam pembentukan hukum tidak tertulis,
hubungan antam citm hukum dan sistem norma
hukum tidak terjadi desintegrasi karena sistem norma
hukum terbentuk dari endapan-endapan nilai yang
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telah tersaring olch penlaku masyarakar sendin,
melalui penerimaan individu-individu dalam keluarga,
keluarga-keluarga dalam suku, dan suku-suku dalam
Marga, serta Marga-marga dalam negara.
Lainhalnyadengan pembentukan hukum tertulis,
hukum dan sistem norma hukum dibentuk oleh
perorangan atau kelompok perorangan, baik sebagai
pejabat maupun wakil rakyat. Hubungan antara cita
hukum dan sistem norma hukum tergantung kepada
kesadaran dan penghayatan pam pejabar dan pam
wakil rakyat terscbut terhadap cita hukum yang ada
dalam masyarakat, yang memang mempunyai fungsi
konstitusi dan regulatif dalam pembentukan hukum
tersebut. Oleh karena pembentukan hukum tertulis
tidak berlangsung melalui tahapan endapan nilai,
maka kemungkinan terjadinya disintegeasi antara
cita hukum dan sistem norma hukum besar sekal,

G. KESIMPULAN

Scbagai penutup dapat disampaikan beberapa ke-
simpulan dari uraian tersebut di atas sebagal berikut:

I. Dalam sistem hukum Indonesia terdapar cita
hukum yang tidak lain adalab Pancasila, yang
berfungsi konstitusi dan regulatf terhadap
sisten norma hukum Indonesia dengan norma
fundamental negam yang tidak lain adalah
Pancasila.

2. Apabila kita masih teap ingin berpegang
kepada yang teluh digariskan oleh para pendiri
negara Rl dan pam penyusun UUD 1945, maka
kita tidak dapat melepaskan din dari wawasan,
bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dan
pada semus kehidupan rakyat Indonesia dalam
bermasyarakar, berbangsa dan bernegara.,

3. Norma fundamental negari atau
Stautsfundamenatalnorns  Pancasila  membentuk
norma-norma  hukum  bawshannya  secara
berjenjung-jenjang. Norma hukum yang di
bawah terbentuk berdasar dan  bersumber
pada norma hukum yang lebih tinggi. Karena
itu tidak terdapat pertentangan antara norma
hukum yang lebth tinggt dan yang lebib rendah,
begitu sebaliknya.

4. Mengartikan Pancasila adalah  sumber dari
segala sumber hukum sebagaimana tercantum
dalam TAP MPRS No, XX/MPRS/1966, tidak
bolch lebih luas dar pada sumber-sumber
hukum rakyat Indonesia dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Menafsirkannya leébih
duri itu adalah tidak benar.
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